BAB 11

KONSEP HADHANAH

A. Pembahasan Hadhanah dalam Kitab-Kitab Fiqih dan Hukum Positif
Persoalan tentang hak asuh anak atau yang dikenal dengan istilah
hadhanah sebenarnya bukanlah hal yang baru. Hadhanah ini sejak dahulu
sudah menjadi pembahasan, baik di kalangan para Fuqaha' maupun para
cendekiawan terutama mereka yang bergelut dalam dunia hukum. Dari
pembahasan itulah kemudian dituangkan dalam bentuk karya tulis bahkan
dalam berbagai negara, sampai menjadi Uﬁdang-undang.
1. Pembahasan Hadhanah d-alam Kitab-kitab Fiqih
Beberapa kitab figih yang masyhur di kalangan masyarakat,
memang tidak secara khusus membahas masalah hadhanah ini. Namun
hampir di semua kitab-kitab figih ini memuat satu bab khusus tentang
hadhanah dari sekian bab-bab bahasan lainnya yang ada.
a. Pembahasan Hadhanah dalam Kitab Fighu al-Sunnah
1) Hadhanah adalah Kewajiban Bersama
Sejauh penelaahan penulis pada kitab Fighu al-Sunnah
tentang hadhanah, penulis menangkap bahwa Sayyid Sabiq
ber.pendapat hadhanah adalah hak seorang anak yang masih

kecil karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan,
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Sabigq, 1999: 217). Ibunyalah yang paling berhak atas itu
semua.

. Jika ternyata anak yang masih kecil itu mempunyai hak
hadhanah, kemudian jelas-jelas membutuhkannya dan tidak ada
orang lain yang bisa melakukannya maka ibunya diharuskan
melakukannya. Beliau menambahkan, hal ini dimaksudkan
agar jangan sampai hak anak atas pemeliharaan dan
pendidikannya tersia-siakan.

Ibu Lebih Berhak Terhadap Anaknya daripada Ayahnya

Pendidikan paling penting adalah pendidikan anak kecil
dalam pangkuan ibu-bapaknya. Hal ini dikarenakan perlakuan
dan pengawasan mereka kepada anak secara baik akan
menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya
serta dapat mempersiapkan diri menghadapai kehidupannya di
masa datang (Sayyid Sabiq, 1999: 217). Namun jika terjadi
perpisahan antara ibu dan ayah, sedangkan mereka mempunyai
anak, maka ibunyalah yang paling berhak atas hadhanah ini
dari pada ayah selama tidak ada suatu alasan yang mencegah
ibu melakukan pekerjaan hadhanah tersebut dan selama anak
belum mampu memilih apakah mau ikut ibu atau ayah.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ibu lebih

diutamakan karena dialah yang menyusui, lebih mengetahui,
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Abdil Bar berkata: “Hadits ini begitu terkenal dari beberapa
jalan, ada yang terputus dan ada yang bersambung, QOleh para
ahli ilmu diterima. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa
Abu Bakar berkata pada Umar, ‘Ibu lebih perasa, lebih halus,
lebih kasih, lebih mesra, lebih baik, lebih sayang (kepada anak-
anaknya). Oleh karena itu ibu lebih berhak daripada ayah
selama ia belum kawin lagi™.
Urutan Orang yang Berhak dalam Hadhanah

Ibu adalah orang pertama yang paling berhak atas
hadhanah ini, namun jika berhalangan untuk didahulukan,
berpindahlah hak hadhanah (Sayyid Sabiq, 1999: 218) ke
tangan: |
a) Nenek dan ke atas
b) Ayah
¢) Saudara perempuannya sekandung
d) Saudara perempuannya seibu
e} Saudara perempuannya seayah
f) Kemenakan perempuannya sekandung
g) Kemenakan perempuannya seibu
h) Saudara perempuan ibu yang sekandung
i) Saudara perempuan ibu yang seibu

i) Saudara perempuan ibu yang seayah
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Anak perempuan saudara laki-lakinya sekandung

m) Anak perempuan saudara laki-lakinya seibu

n)
0)

p)

Anak perempuan saudara laki-lakinya seayah

Bibi dari ibu yang sekandung

Bibi dari ibu yang seibu

Bibi dari ibu yang seayah

Bibinya ibu

Bibinya ayah

Bibinya ibu dari ayah

Bibinya ibu dari ayah ibu

Bibinya ayah dari ayahnya ayah, begitulah urut—urutar.mya
dengan mendadmlukan yang sekandung dari masing-
masing keluarga ibu dan ayah.

Demikianlah Sayyid Sabiq dalam menjelaskan

secara detail terkait dengan bibi. Sebab bibi ini menempati

tempat yang strategis untuk menjadi seorang pengasuh. Seperti

yang terdapat buku Panduan Hukum Islam, yang ditulis oleh

Ibnu al-Qayyim al-Jauzi (2007: 827) bahwa seorang bibi itu

menempati kedudukan seperti ibu.

Jika anak yang masih kecil tersebut tidak punya

kerabat diantara mahram-mahramnya di ata$, atau punya tetapi

tidak pandai melakukan hadhanah tersebut, maka tugas asuhan
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mahramnya diatas sesuai dengan tertib dalam hukum waris
(Sayyid Sabig, 1999: 217). Bila demikian maka pindahlah ke
tangan:

(1) Ayah

(2) Ayahnya ayah (kakek) terus ke atas

(3) Saudara laki-laki ayah yang sekandung

(4) Saudara laki-laki ayah yang seayah

(5) Paman yang sekandung dengan ayah

(6) Paman yang sekandung dengan ayahnya ayah

(7) Paman yang sebapak dengan éyahnya ayah.

Jika dari c;shc'rbah laki-laki diatas tidak ada sama
sekali, atau ada akan tetapi tidak pandai menangani hadhanah
maka pindahlah ke tangan kerabat laki-laki bukan ashabah dari
mahramnya diatas tersebut (Sayyid Sabiq, 1999: 217). Bila
demikian maka ia akan berpindah pada:

(a) Kakek ibu

(b) Saudara laki-lakinya seibu

(c) Anak laki-laki saudara laki-lakinya seibu
(d) Pamannya dari fihak ayah seibu

(¢) Pamannya dari fihak ibu sekandung

(f) Pamannya dari fihak ibu seayah
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Namun jika anak yang masih kecil itu tetap tidak
mempunyai kerabat sama sekali, pengadilan dapat menetapkan

siapakah perempuan yang menjadi hddhinah (ibu asuh) yang

menangani pendidikannya (Sayyid Sabiq, 1999: 219).

Sayyid Sabiq melanjutkan bahwa tertib hadhanah
seperti diatas dimaksudkan karena mengasuh dan memelihara
anak menjadi sebuah keharusan. Adapun yang lebih utama
melaksanakannya adalah kerabatnya. Dalam lingkungan
kerabat ini, yang satu lebih utama dari yang lain.

Syarat-syarat Hadhanah

Menurut Sayyid Sabiq tentang syarat-syarat hadhanah
ini, ia menyatakan bahwa seorang Addhinah yang menangani
dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya,
haruslah memiliki kecukupan dan kecakapan (Sayyiq Sabiq,
1999: 219). Kecukupan dan kecakapan ini memerlukan syarat-
syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi
satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan
hadhanahnya.

Syarat-syarat hadhanah adalah sebagai berikut:

a) Berakal Sehat

Berangkat dari syarat yang pertama ini maka orang
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hadhanah karena untuk mengurusi kepentingannya sendiri
saja tidak bisa apalagi untuk mengurusi orang lain.

b) Dewasa

Sekalipun anak kecil itu mumayyiz, ia tetap -

membutuhkan orang lain yang mengurusi urusannya dan
mengasuhnya. Karena itu dia tidak boleh menangani urusan
orang lain.

¢) Mampu Mendidik

Karena itu orang yang buta/rabun, sakit menular

atau sakit yag melemahkan jasmaninya tidak boleh menjadi
pengasuh untuk menangani urusan anak asuh. Juga tidak
berusia lanjut, yang bahkan ia sendiri perlu diurus, Bukan
orang yang mengabaikan urusan rumah tangganya sehingga
merugikan anak kecil yang diurusnya atau bukan orang
yang tinggal bersama orang yang suka marah pada anak-
anak sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri sehingga
akibat kemarahannya itu ia tidak bisa memperhatikan
kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan
suasana yang nyaman.

d) Amanah dan Berbudi

Orang yang tidak amanah bagi anak kecil dan ia
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dengan baik. Terlebih lagi, nantinya si anak dapat meniru
atau berkelakuan seperti orang tadi.

Lebih jauh beliau menukil pendapat Ibnu al-Qayyim
terkait syarat yang keempat ini. Ibnu al-Qayyim
mengatakan bahwa sebenarnya hddhin itu tidak disyaratkan
mesti adil. hanya murid-murid Imam Ahmad dan Imam
Syafi’t saja yang mensyaratkannya. Persyaratan adil
menurut beliau sangatlah susah dipenuhi.

Islam

Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh
yang bukan muslim. Hal ini karena hadhanah merupake;n
masalah perwaliAelm, sedangkan Allah Swt tidak
membolehkan orang mukmin ada di bawah perwalian orang
kafir.

Beliau menganggap bahwa hadhanah itu seperti
perwalian dalam perkawinan atau harta benda.
Dikhawatirkan juga bahwa anak kecil yang diasuhnya nanti
akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya, dididik
dengan tradisi agamanya sehingga sukar bagi anak
meninggalkan agamanya ini (Sayyid Sabiq, 1999: 220). Hal
ini merupakan bahaya yang paling besar bagi anak.

Namun, golongan Hanafi, Ibnu Qasim Maliki serta
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dilakukan oleh pengasuh yang kafir, sekalipun anak kecil
itu muslim, sebab hadhanah itu tidak lebih dari hanya
sekedar menyusui dan melayani anak kecil. Kedua hal ini
boleh dikerjakan oleh orang kafir. Seperti hadits riwayat
Abu Dawud dan Nasa’i, yang artinya:

“Rafi’ bin Sinnan masuk Islam, tetap istrinya tidak
mau. Istrinya lalu datang kepada Nabi Saw dan berkata, ‘ini
anak perempuanku. Dia telah disapih (atau hampir
disapih)’. Rafi’ menyahut, ‘ini anak perempuanku’. Nabi
saw bersabda, ‘ya Allah Swt berilah anak ini petunjuk’.
Anak perempuan ter:;ebut lalu condong kepada ayahnya.
Akhirnya diambillah oleh ayahnya®”.

Sekalipun menganggap orang kafir boleh menangani
hadhanah, tetapi golongan Hanafi menetapkan syaratnya
yaitu yang bukan kafir murtad. Karena kafir murtad
menurut mereka dihukum depgan dipenjarakan hingga
taubat dan kembali pada Islam. Oleh karena itu ia tidak
diberi kesempatan untuk mengasuh anak kecil.

Ibunya belum kawin lagi

Jika ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain, hak
hadhanah nya hilang. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Saw |
yang artinya:

“Abdullah bin Amr berkata bahwa: ada
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Saw sesungguhnya anakku laki-laki ini
perutkulah yang jadi bejananya, lambungku
yang jadi pelindungnya dan susuku yang jadi
minumannya. Tiba-tiba sekarang ayahnya

- mau mengambilnya dariku’. Rasulullah Saw
lalu bersabda: “engkau lebih berhak
terhadapnya selama engkau belum kawin
lagi”.

g) Merdeka
Seorang budak biasanya sibuk dengan urusan-urusan
tuannya schingga ia tidak bisa memiliki kesempatan untuk
mengasuh anak kecil (Sayyid Sabiq, 1999: 221).
Upah Hadhanah
Upah hadhanah seperti upah menyusui. Ibu tidak
berhak atas upah hadhanah selama ia masih menjadi istri dari
ayah anak kecil ini atau selama masih masa ‘iddahnya. Hal ini
karena ia masih mempuyai hak nafkah sebagai istri atau nafkah
masa ‘iddah. Q.S Al-Thalaq ayat 6 menyebutkan sebagai

berikut:
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“Tempatkanlah mereka (para 1ster1) d1 mana
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kemampuanmu dan  janganlah  kamu
menyusahkan mereka untuk menyempitkan
(hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang
sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka
berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga
mereka bersalin, kemudian jika mereka
menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka
berikanlah kepada mereka upahnya, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala
sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui
kesulitan Maka perempuan lain boleh
menyusukan (anak itu) untuknya”.

Perempuan selain ibunya boleh menerima upah
hadhanah sejak saat menangani hadhanah nya, seperti halnya
perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan
bayaran.

6) Berhentinya Hadhanah (Asuhan)

Hadhanah berhenti (habis) bila anak kecil tersebut
sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan, telah
dewasa, dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu mengurus
sendiri kebutuhan pokoknya (Sayyid Sabiq, 1999: 222) .

Hanya saja ukuran yang dipakai ialah tamyiz dan
kemampuan untuk berdiri sendiri. Para ahli figih berselisih
pendapat tentang batas umur bagi anak kecil laki-laki yang
sudah tidak memerlukan hadhanah lagi. Sebagian mereka

menetapkan 7 tahun, sebagian lagi 9 tahun dan sebagian yang
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beliau mengutip keputusan hakim yaitn, 9 atau 11 tahun
tergantung aspek kemaslahatannya.
Memberi Pilihan kepada Anak setelah habis Hadhanahnya

Bila anak telah berumur tujuh tahun atau sudah ramyzz
dan habis masa hadhanahnya, jika ayahnya dan hadhinah nya
sepakat untuk menempatkan dia pada salah seorang dari
mereka berdua, maka kesepakatan tersebut sah hukumnya
(Sayyid Sabiq, 1999: 224) .

Akan tetapi kalau keduanya berselisih atau
bertentangan, si anak lalu diberikan hak pilih apakah ikut
ayahnya atau Addhinah nya. Siapa yang dipilih si anak maka |

dialah yang berhak karena Abu Hurairah telah meriwayatkan:
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“Dari Abu Hurairah r.a ada seorang perempuan
yang berkata kepada nabi Saw, ‘ya Rasulullah
Saw sesungguhnya suamiku mau membawa
anakku  pergi, padahal dialah  yang
mengambilkan air untukku dari sumur Abi
‘Inabah dan dia sungguh bermanfaat bagiku.



ibumu, pilihlah mana yang kamu sukai”. Si anak
tersebut lalu memilih ibunya, Lalu ibunya
membawanya pergi”.
b. Pembahasan Hadhanah dalam Kitab Subulu al-Salam
Terkait dengan bahasan hadhanah dalam kitﬁb Subulu al-
Salam, Imam Shan’ani tidak menjelaskan secara detail seperti
halnya Sayyid Sabiq dalam Fighu al-Sunnah nya dan Wahbah al-
Zuhaily dalam al-Fighu al-Isldm Wa Adillatuhu. Imam Shan’ani
membahasnya secara sederhana, hanya berkomentar dengan hadits-
hadits yang berbicara terkait dengan hadhanah. Berikut ini penulis
cantumkan 3 hadits yang ada dalam kitab S'ubulu al-Salam beserta
komentar Shan’ani terhadap ha-dits tersebut. Tiga hadits yang ada
dalam Subulu al-Salam yang terkait dengan hadhanah adalah
sebagai berikut:
Hadits pertama, (Shan’ani, 2004: 655):
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Shan’ani mengatakan hadits ini menunjukkan, ibu jauh

lebih berhak atas hak asuh anak daripada ayahnya ketika ia
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655). Dalam hadits yang pertama ini si ibu telah menyebutkan
sifat-sifat khusus, hubungan antara ibu dan anak kecil kemudian
Rasulullah Saw menetapkan hak asuh padanya.

Shan’ani ﬁelmjutkm, dalam hadits ini juga menunjukkan
bahwa hak mengasuh dari ibu ini akan gugur ketika ia menikah
lagi. Ini adalah pendapat Jumhir. Dalam Persepakatan Ulama’
Dalam Hukum Islam Ensiklopedi Iimak, (Sa’di Abu Habib, 1997.
49) juga menguatkan bahwa gugurnya hak ibu ketika dia menikah
lagi adalah sudah menjadi ijmd’.

.Namun memang ada beberapa ulama’ yang mengatakan hak
seorang ibu dalam mengasuh anaknya tidak gugur lantaran
menikah lagi. Seperti pendapat Hasan dan Ibnu Hazm, keduanya
mengatakan bahwa hak ibu tidak gugur lantaran ia menikah lagi.
Keduanya mengambil dalil bahwa Anas bin Malik tetap tinggal
bersama ibunya, padahal ibunya menikah lagi. Begitu juga Ummi
Salamah ketika menikah dengan Nabi Saw, anaknya masih menjadi
tanggungannya. Tidak hanya itu anak perempuannya Hamzah
masih tetap bersama bibinya, padahal dia sudah menikah lagi
(Shan’ani, 2004: 656) .

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat karena perbedaan
dalam memandang hadits apakah hadits ini ada cacat ataukah tidak,

namun menurut penulis, berangkat dari pendapat Jumhir ulama
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hak asuh anak diserahkan kepada ibu selama dia belum menikah
lagi.

Hadits kedua, (Shan’ani, 2004: 656):
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Terkait dengan hadits kedua ini, Shan’ani mengatakan--
hadits ini menjadi dalil bahwa setelah anak mampu mengurus
dirinya sendiri maka dia diberi pilihan antara ikut dengan ayah
ataukah dengan ibu. M. Rawwas Qal’ahji, (hal: 103) dalam
Ensiklopedi Figih Umar Bin Khatab, ukuran untuk an;k yang bisa
memilih antara ibu atau ayahnya adalah sampai si anak mampu
berbicara dengan bahasa arab.

Dikatakan bahwa yang menjadi penekanan penting itu
bukan terletak pada pilihannya, memilih ibu atau memilih ayah.
Tetapi yang menjadi ukuran adalah manakah antara ayah dan ibu
yang jauh mendatangkan kemashlahatan bagi anak (Shan’ani,

2004: 657). Kalau memang anak jauh lebih diperhatikan
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mendapatkan hak asuh itu adalah ibu, Demikian sebaliknya ketika
anak jauh lebih. diperhatikan pendidikannya ketika ikut dengan
ayah, maka yang berhak mendapatkan hak asuh itu adalah ayah.

Hadits ketiga, (Shan’ani, 2004: 657): -

-
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Terkait dengan hadits ketiga ini, Shan’ani berpendapat
bahwa dalam hadits ini tidak menunjukkan adanya pilihan (seperti
halnya dengan hadits yang kedua). Yang jelas dalam riwayat ini
anak masih belum mencapai usia famyiz.

Hadits ini juga menjadi dalil atas tetapnya hak hadhanah’
bagi ibu yang kafir sekalipun anaknya muslim, sebab sekiranya ibu
kafir ini tidak mempunyai hak asuh, tentu Rasulullah Saw tidak
akan mendudukkan anak disamping ibu, ini adalah pendapatnya
ahli ra’yi dan Ats-Tsauri (Shan’ani, 2004: 657). Jumhir ulama’
berpendapat bahwa seorang_ibu yang kafir tidak mempunyai hak
atas hadhanah. Pengasuh mempunyai tanggungjawab dalam

pendidikan agama anak. Untuk itulah seorang pendidik dalam
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¢. Pembahasan Hadhanah dalam Kitab al-Fighu al-Islam Wa
‘Adillatuhu

Wahbah al-Zuhaili adalah pengikut madzhab Hanafi.
Mungkin karena itulah dalam mengutarakan- pendapﬁt Wahbah
selalu menunjukkan bagaimana pendapat Hanafiyah. Terlepas dari
itu semua penulis hanyalah mengambil keanekaragaman pendapat
saja. Adapun untuk menilai manakah yang jauh lebih benar maka
sebenarnya umat Islam sudah mempunyai al Qur’an dan Sunnah
untuk dijadikan alat ukur kebenaran itu sendiri.

Dalam kitab al-Fighu al-Islam Wa ‘Adillatubu ketika
membahas tentang hadhanah terdz;pat enam bahasan, (Wahbah al-
Zuhaili, 1996: 717). Dalam hal ini penulis tidak mencantumkan
semua pembahasan tersebut akan tetapi hanya mengambil beberapa
pembahasan yang terkait dengan judul saja. Diantara beberapa
bahasan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Makna Hadhanah serta Hukumnya
Bahasan tentang makna hadhanah secara bahasa dan
istilah menurut Wahbah Zuhaily bisa dilihat dalam kerangka
teoritik. Kemudian mengenai hukum hadhanah beliau
mengatakan bahwa hadhanah hukumnya adalah wajib
(Wahbah al-Zuhaili, 1996: 718). Karena ketika asuhan ini

ditinggalkan maka anak akan binasa/terlantar. Oleh karena itu
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perhatikan argumentasi beliau ini sebenarnya berangkat dari
kaidah ushul figh, inilah yang penulis maksud dengan
menyebut bahwa al-Fighu al-Islam Wa ‘adillatuhu termasuk
kitab figih yang bercorak ushul figh.

Adapun mengenai siapa saja yang berhak atas
pengasuhan ini memang terjadi perbedaan pendapat.
Hanafiyah, Malikiyah juga lainnya mengatakan bahwa
hadhanah adalah haknya pengasuh. Namun ada juga yang
mengatakan bahwa hadhanah adalah haknya ma#hdhiin (anak
yang —diasuh) sehingga ketika si anak menggugurkan hadhanah
ini maka gugurlah kewajiban hadhanah nya. Yang pasti
‘Ulama’ memandang bahwa hadhanah itu terkait dengan tiga
hak secara bersama-sama; haknya pengasuh, haknya yang
diasuh (anak) dan haknya bapak atau yang mewakilinya
(Wahbah al-Zuhaili, 1996: 719).

Urutan Derajat Pengasuh atau Orang yang Berhak atas
Hadhanah

Fuqaha’ mengutamakan pengasuh-pengasuh yang lebih
membawa mashlahat bagi si anak. Mereka juga mengatakan
bahwa perempuan jauh lebih layak atas hadhanah ini.

Perempuan lebih penyayang, mengutamakan pendidikan, lebih
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laki (Wahbah al-Zuhaili, 1996: 719). Secara rinci, urutan-

urutan tersebut ad alah sebagai berikut:

a) Golongan Perempuan

(1) Tou, ibu jaub paling berhak atas hadhanah anak setelah

terjadi perceraian, atav kematian karena perempuan
lebih sayang terhadap anak. Tetapi tidak untuk
perempuan yang murtad, fajirah (jelek akhlaknya)
yang menelantarkan anak seperti Zzing mencuri,
niydhah atau tidak amanah, sering keluar setiap saat
dan meninggalkan anak sendirian.
Dalil yang menunjukkan wanita lebih berhak daripada
yang lain adalah hadits sebagai berikut, yang artinya:
Diriwayatkan bahwa Umar bin Khatab telah
menceraikan istrinya, Ummu ‘ashim. Kemudian dia
mendatangi Ummu ¢ashim dan dikamarnyd ada
¢ Ashim. Umar berkeinginan untuk mengambil ¢ Ashim
dari ibunya. Kemudian terjadi saling tarik menarik
antara keduanya sampai—sampai ¢Ashim menangis.
Kemudian Umar bertanya pada Abu Bakar dan beliau
menjawab: belaianny?, kamarmya, kasih sayangnya
jauh lebih baik dari pada kamul sampai ia dewasa dan

memilih pilihannya sendin.
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(2) Kemudian ibunya ibu (nenek), namun menurut
Hanafiyyah dan Syafi’iyyah dalam gaulu al-jadid nya
adalah ibunya bapak (nenck dari bapak) kemudian ibu
dari bapaknya bapak kemudian ibu dari bapaknya
kakek. Malikiyyah mengakhirkan ibunya bapak setelah
bibi dari fihak ayah bibi dari fihak ibu. Pengikut
Hanbali lebih mendahulukan bapak kemudian ibunya
setelah nenek (ibunya ibu), kemudian kakek.

(3) Kemudian saudara-perempuan menurut Hanafiyyah,
Syafi’iyyah dan Hanbaliyyah. Sebab didahulukannya
saudara perempuan atas bibi, batk dari ayah maupun
ibu, menurut Jurr;hﬁr adalah karena saudara
perempuan lebih dekat, anak sekandung oleh karena
itu juga mereka didahulukan dalam warisan.

(4) Kemudian Bibi (saudara perempuan ibu) menurut
Hanafiyyah, Syafi’iyyah dan Hanbaliyyah. .

(5) Kemudian anak perempuan dari saudara perempuan

(6) Kemudian Bibi (sandara perempuan ayah)

b) Golongan Laki-laki
Jika si anak tidak mempunyai pengasuh satupun
dari fihak perempuan, maka hadhanah pindah ke golongan

laki-laki sesuai dengan urutan pewaris ashabah yang

IR TU T TR P TR PH PEEE PN . & & SV P PO PR B SO PR L e Ye V-4



723). Kemudian saudara laki-laki dan anak-anak mereka
ke bawah. Kemudian paman-paman (saudara bapak) dan
anak-anak lelaki mereka, ini menurut Hanafiyyah dan
lainnya.

Terkait dengan urutan siapa yang berhak atas hak
asuh anak, tidak ada perbedaan yang jauh dengan kitab
Figh Sunnah. Detail, rinci dan sangat perhitungan dalam
menentukan siapakah urutan setelah ini dan ini. Dalam
tinjauan pendidikan, para ulama’ melakukan itu semua
agar tepat dalam memilih seorang ﬁendidik/pengasuh.
faktor kedekatan, potensi, rt.lsa kasih sayang diutamakan
sehjngga diharapkan pendidik betul-betul memahami
kondisi anak. Dengan demikian proses pendidikan akan
berlangsung secara optimal.

3) Syarat-syarat yang Diasuh dan Pengasuh
a) Syarat-syarat yang Diasuh

Anak yang diasuh adalah anak yang tidak bisa
mengurus urusannya sendiri dari segala sesuatu yang bisa
membahayakannya karena belum famyiz seperti anak kecil,
tua renta, orang gila, serta orang yang berpenyakit

(Wahbah al-Zuhaili, 1996: 725). Adapun unfuk anak yang
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b)

baginya sebab dia sudah bisa memilih dengan keinginanya
siapa yang yang dipilih di antara kedua orangtuanya.
Syarat-syarat Pengasuh
: Syarat-lsyarat pengasuh ada 3 macam: syarat umum
untuk pengasuh laki-laki dan pengasuh perempuan, syarat
khusus untuk pengasuh perempuan dan syarat khusus
untuk pengasuh laki-laki. Sebagian yang disepakati yaitu
seperti merdeka, berakal, baligh, mampu, amanah,
pengasuh perempuan belum bersuami lagi, mempunyat
rasa‘kasih sayang terhadap anak kecil. Sebagian lagi yang
masih diperselisihkan adalah syarat pengasuh harus
mursyid dan muslim (Wahbah al-Zuhaili, 1996: 725).
(1) Syarat-syarat Umum Pengasuh Laki-laki dan Pengasuh
Perempuan.
(a) Baligh
Hadhanah tidak diserabkan pada anak kecil
sekalipun dia sudah mumayyiz karena dia sendiri
lemah untuk mengurus urusannya sendiri.
(b) Berakal
Hadhanah tidak diserahkan pada orang gila:
atau kurang akal. Karena dia sendiri butuh penjaga

untuk mengurusi urusannya. Jadi salah satu dari
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untuk dirinya sendiri apalagi untuk kemaslahatan
orang lain.

Malikiyyah menambahkan pengasuh itu
harus mursyid, jangan diserahkan pada orang
bodoh yang memubadzirkan barang agar ia tidak
menyia-nyiakan harta anak asubnya untuk membeli
sesuatu yang tidak layak.

(¢) Mampu Mendidik Anak Asuh

Yaitu mampu menjaga akhlak dan
kesehatan anak kecil. Sehingga hak pengasuhan ini
jangan diserahkan pada orang yang lemah karena
sudah renta, orang yang sakit dan orang yang
sibuk. Bahkan Wahbah al-zuhaily menambahkan
seorang wanita karir yang disibukkan dengan
pekerjaannya sampai-sampai mencegahnya dari
mendidik anak tersebut maka gugurlah hak dia
untuk mengasuh si anak.

(d) Amanah

Jadi tidak ada hak asuh bagi orang yang
tidak bisa dipercaya untuk melangsungkan
pendidikan bagi anak serta tidak mampu

menunjukkan akhlak yang baik. Seperti fasik,
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(e) Islam
Ini disyaratkan oleh Syafi’iyyah dan
Hanabilah; tidak ada hak asuh bagi orang kafir
sebab ini bukan wilayahnya serta dikhawatirkan
akan menjadi fitnah bagi agama si anak.
(2) Syarat-syarat Khusus Pengasuh Perempuan

(a) Pengasuh perempuan belum bersuami lagi dengan
laki-laki asing atau dekat tetapi bukan mahram.

(b) Pengasuh perempuan adalah mahram dengan si
anak, seperti; ibu, saudara perempuan, nenek.

(c) Pengasuh perempuan tidak tinggal di tempat yang
tidak disukai oleh si anak

(3) Syarat-syarat Khusus Pengasuh Laki-laki

(a) Laki-laki pengasuh adalah mahram bagi si anak.

(b} Laki-laki pengasuh tersebut adalah bapak dari si
anak atau siapapun yang pantas mengasuh seperti
perempuan. Sebab biasanya laki-laki tidak bisa
seperti perempuan yang lebih mampu, lebih sabar
dalam mendidik anak kecil.

4) Upah atas Pengasuhan dan Lainnya

Terkait dengan upah atas pengasuhan atau lainnya yang

L T T T 1. [ B R XE7n il 1l dvemnls o Aatao



pengasuhan? Dalam hal ini ada 2 pendapat menurut ahli figih

(Wahbah al-Zuhaili, 1996: 734):

a) Menurut Jumhir, selain Hanafiyah mengatakan- bahwa

- tidak ada upah bagi pengasuh atas pengasuh, entah itu
ibunya atau lainnya. Karena ibu sudah mendapatkah nafkah
dari suami (jika ia punya suami). Untuk pengasuh selain
ibu maka yang memberikan upah adalah bapak. Akan
tetapi apabila si anak membutuhkan pelayanan yang lain
seperti memasakkan makanan, n'lencucikan pakaian maka
pengasuh mendapatkan upah.

b) Hanafiyah berkata: perempuan i)engasuh tidak berhak atas
upah apabila masih ada suami atau selama masih masa
‘iddah, baik itu ‘iddah talaq raj’i atau ba’in seperti halnya
ia tidak berhak atas upah lantaran menyusui anak karena
ini memang sudah menjadi kewajibannya. Itu karena ibu
pengasuh tadi masih mendapatkan nafkah selama masa
‘iddah dan nafkah tersebut sudah mencakup atas
perawatan. Adapun setelah seclesai masa ‘iddah maka
perempuan pengasuh itu berhak atas upah perawatan
karena itu adalah upah atas pekerjaan.

5) Masa dan Akibat Berhentinya Hadhanah

Fugaha’ sepakat bahwa hadhanah itu dimulai ketika
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tentang bagaimana dengan anak yang sudah tamyiz, masihkah
diasuh ataukah tidak (Wahbah al-Zuhaili, 1996: 742).
Hanafiyah berkata: pengasuh perempuan jauh lebih
berhak atas hak asuh anak kecil sampai dia cukup
mendapatkan perawatan dari pengasuh perempuan, mampu
sendiri, misalnya makan, minum, berpakaian, istinja’. Pada
umumnya kira-kira pada usia 7 tahun karena Rasulullah saw
sendiri memerintahkan sholat pada anak kecil mulai usia 7
tahun. Perintah ini tidak mungkin ada kecuali setelah anak
sudah bisa Bersuci. Namun ada yang berpendapat 9 tahun.
| Ibu dan nenek lebih berhak atas hak asuh anak
perempuan kecil sampai ia baligh yang ditandai dengan haid.
Karena ia membutuhkan pengetahuan tentang adab-adab
wanita, dalam hal ini pengasuh perempuan jauh lebih
kompeten. Adapun setelah baligh ia membutuhkan penjagaan
diri, dalam hal ini ayah lebih mampu dan lebih tahu. Baligh
nya seorang anak perempuan adakalanya 9 tahun dan
adakalanya 11 tahun. Adapun apabila perjalanan hadhanah itu
terhenti, maka kuasa anak jatuh pada walinya, yaitu ayah dan
kakeknya bukan lainnya.
2. Pembahasan Hadhanah dalam Hukum Positif

Hak asuh anak juga di bahas dalam hukum positif baik itu
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Namun pembahasan hadhanah dalam hukum positif iﬁi tidak sedetail
seperti halnya pembahasan hadhanah dalam kitab-kitab figih.
a. Sejarah Munculnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia
1) Usaha Memiliki Undang-undang
Bila hukum tertulis tentang perkawinan bagi golongan-
golongan tertentu tidak menjadi persoalan, maka tidak
demikian halnya bagi golongan bumi putera, apalagi bagi
rakyat yang beragama Islam. Masalah ini bahkan sudah mulai
muncul pada era penjajahan. Hal ini tercermin dalam tuntutan-
tuntutan organisasi-organisasi pada waktu itu, terutama
organisasi wanita, bahkan pembicaraan masalah ini sampai ke
Volksraad (dewan rakyat). Kongres perempuan Indonesia tahun
1928 membahas keburukan-keburukan yang terjadi di kalangan
umat Islam padg waktu itu, seperti perkawinan di usia dini,
kawin paksa, poligami, talak sewenang-wenang dan lain-lain
(Hukum Perkawinan di Indonesia, 1978: 9).
Pada akhir tahun 1950 dengan surat Putusan Menteri
Agama No. B/2 /4299 tertanggal 1 oktober 1950 dibentuklah
panitia penyelidik peraturan dan hukum perkawinan, talak,
ruju’ bagi umat Islam. Panitia tersebut diketuai oleh Mr. Teuku
Muhammad Hassan. Sementara itu berbagai organisasi terus

menerus mendesak kepada pemerintah dan DPR agar secepat



2)

Undang-undang Perkawinan yang masuk di DPR. Organisasi-
organisasi tersebut antara lain, Musyawarah Pekerja Sosial
(1960), Musyawarah Kesejahteraan Keluarga (1960),
Konperensi Badan Penaschat Perkawinan, Perselisihan Dan
Perceraian/Bp4 Pusat (1962) dan seminar hukum oleh
Persatuan Sarjana Hukum Indonesia/PERSAHI  (1963).
(Hukum Perkawinan di Indonesia, 1978: 10)
Rencana Undang-undang Perkawinan.

Dengan amanat Presiden RI tanggal 31 Juli 1973 No.
R. 02/PU/VII/1973 kepada pimpinan DPR disampaikanlah
rencana Undang-undang tentang perkawinan yang terdiri dari
15 bab dan 73 pasal (Hukum Perk;winan di Indonesia, 1978
27).
Bab-bab tersebut meliputi:
I  Dasar perkawinan
I  Syarat-syarat perkawinan
1T Pertunangan
IV Tatacara Perkawinan
V  Batalnya Perkawinan
VI Perjanjian Perkawinan
VII Hak dan Kewajiban Suami Istri
VIII Harta Benda dalam Perkawinan

IX Putusnya Perkawinan dan Akibatnya
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X Kedudukan Anak
XII Perwalian
XIII Ketentuan-Ketentuan Lain
XIV Ketentuan Peralihan
XV Ketentuan Penutup

Keterangan pemerintah tentang Rancangan Undang-
Undang tersebut disampaikan oleh menteri kehakiman pada
tanggal 30 agustus 1973. Pandangan umum atas Rancangan
Undang-Undang Perkawinan (RUU-P) serta keterangan
pemerintah diberikan oleh wakil-wakil fraksi pada tanggal 17
dan 18 September 1973, yaitu frak;si ABRI, fraksi Karya
i’embangunan, fraksi PDI dan Persatuan Pembangunan.
Selanjutnya di  lvar  sidang-sidang DPR  diadakan
pendekatan/lobbying antara fraksi-fraksi dan pemerintah.
Antara fraksi ABR] dan Persatuan Pembangunan. Kemudian
dalam DPR dibentuk sebuah panitia kerja (PANJA) yang terdiri
dari wakil-wakil fraksi untuk membicarakan usul-usul
amandemen bersama pemerintah (Menteri Kehakiman Dan
Menteri Agama). (Hukum Perkawinan di Indonesia, 1978: 27-
29)

3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Setelah mengalami perubahan atas usul amandemen
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oleh pemerintah itu pada tanggal 22 desember 1973
disampaikan pada sidang paripurna DPR untuk disahkan
menjadi Undang-Undang, Fraksi-fraksi dalam DPR yaitu;
fraksi ABRI, fraksi Kﬁrya Pembangunan, Fraksi persatuan
pembangunan dan demckrasi Indonesia mengemukakan
pendapatnya (Hukum Perkawinan di Indonesia, 1978: 34).

Demikian pula pemerintah yang dalam hal ini diwakili
oleh menteri kehakiman. Akhirnya pada waktu itu juga RUU
perkawinan yang pembicaraannya memakan waktu kurang
lebih 3 bulan iamanya, disahkan oleh DPR dan pada tanggal 2
J an.uari 1974 diundangkan sebagai Undang-undang No. 1
Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 No. 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 No. 3019).

Undang-undang tersebut terdiri dari 14 Bab yang
terbagi dalam 67 pasal (Hukum Perkawinan di Indonesia,
1978: 34-35). Bab-bab itu adalah sebagai berikut:

I Dasar perkawinan

II Syarat-syarat perkawinan
I Pencegahan Perkawinan
IV Batalnya Perkawinan

V  Perjanjian Perkawinan
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VII Harta Benda dalam Perkawinan
VIII Putusnya Perkawinan serta Akibatnya
IX Kedudukan Anak
X Hak dan Kewajiban antara Anak dan Orangtua
XI Perwalian
XII Ketentuan-Ketentuan Lain
XIII Ketentuan Peralihan
XIV Ketentuan Penutup
b. Pembahasan Hadhanah dalam UU Perkawinan No 1 tahun
1974
UUP perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara
khusus tentang penguasaan anak, bahkan di dalam PP Nomor 9
tahun 1975 secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu itu sebelum
tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab-kitab figih.
Barulah setelah diberlakukannya UU No. 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dan Inpres No. 1 tahun 1999 tentang
penyebarluasan KHI, masalah hadhanah menjadi hukum positif di
Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa
dan menyelesaikannya.
Kendati demikian, secara global sebenarnya UUP telah

memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan
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Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
pasal 41 dinyatakan:

Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka

akibat itu adalah:

1. Baik ibu atan bapak tetap berkewajiban
memelithara dan mendidik anaknya, semata-mata
berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada
perselisihan  mengenai  penguasaan  anak
pengadilan memberikan keputusannya.

2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya
pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan
anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya
tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut,
pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut
memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas
suami untuk memberikan biaya penghidupan dan
atau menentukan sesuatu kewajiban bagian
bekas istri.

Menyangkut kewajiban orangtua terhadap anak dimuat di
dalam Bab X mulai pasal 45-49.
Di dalam pasal 45 dinyatakan:

(1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik
anak-anak mereka sebaik-baiknya

(2) Kewajiban orangtua yang dimaksud di dalam
ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin
atau dapat berdiri -sendiri, kewajiban mana
berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua
orangtua putus.

Pada pasal 46 dijelaskan:

(1) Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati
kehendak mereka dengan baik

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara
menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga
dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu
memerlukan bantuannya.
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Pada pasal 47 dijelaskan:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan
belas) tahun atau belum pernah melangsungkan
perkawinan ada di  bawah  kekuasaan
orangtuanya selama mereka tidak dicabut
kekuasaannya. '

(2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai
segala perbuatan hukum di dalam dan di luar
pengadilan

Pada pasal 48 dijelaskan:

Orangtua tidak boleh memindahkan hak atau
menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki
anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas)
tahun atau belum pemah melangsungkan
perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak
itu menghendakinya.

Pada pasal 49 dijelaskan:

(1) Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut
kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih
untuk waktu yang tertentu atas permintaan
orangtua yang lain, keluarga anak dalam
keturunan garis lurus ke atas dan saudara
kandung yang telah dewasa atau pejabat yang
berwenang dengan keputusan pengadilan dalam

hal-hal:
1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap
anaknya

2. Iaberkelakuan buruk sekali
(2) Meskipun orangtua dicabut kekuasaannya,
mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi
biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.
Pasal-pasal di atas, jelas menyatakan kepentingan anak
tetap di atas segala-galanya. Artinya semangat UUP sebenarnya

sangat menjaga kepentingan anak. Hanya saja dalam UUP terbatas

dalam hal mengatur kebutuhan anak secara material saja. Tanpa
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pendidikan atau kebutuhan non material lainnya. Sebab kebutuhan
anak tidak hanya cukup dengan kebutuhan material saja tetapi
kebutuban non material juga harus diperhatikan.

Oleh karena itu UUP ﬁerlu diadakan penambahan berupa
penjelasan yang jauh lebih detail dan komprehensif terkait dengan
kewenangan anak. UUP adalah undang-undang yang dikonsumsi
masyarakat Indonesia dalam cakupan yang lebih luas dari pada
KHI yang cakupannya hanya untuk kaum muslimin saja. Sehingga
sudah sepatutnya UUP ini ditambah, bahkan kalau perlu tidak ada

salahnya mengikuti ﬁndang—undang dalam KHIL.

. Pembahasan Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal-pasal yang terkait dengan pemeliharaan anak dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimuat dalam Bab XIV (Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Kompilasi.Hukum Islam, 2010: 262). Beberapa
pasal tersebut adalah:

Pasal 89

(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau
dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun,
sepanjang anak tersebut tidak bercacat secara
fisik maupun mental atau belum pernah
melangsungkan perkawinan.

(2) Orangtuanya mewakili anak tersebut mengenai
segala perbuatan hukum di dalam dan di luar
pengadilan.

(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah
seorang kerabat terdekat yang ~mampu
menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua
orangtuanya tidak mampu.

64




Selanjutnya, pasal yang mengatur masalah penyerahan hak
asuh anak ketika terjadi perceraian adalah pada pasal 105, Dalam
hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau
belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak
ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz
diserahkan kepada anak untuk memilih diantara
ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaannya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menyangkut harta yang dimiliki anak di dalam pasal 106
diatur:

(1) Orangtua  berkewajiban merawat dan
mengembangkan harta anaknya yang belum
dewasa atau di bawah pengampuan dan tidak
diperbolehkan memindahkan atau
menggadaikan kecuali karena keperluan yang
mendesak jika kepentingari dan kemaslahatan
anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan
yang tidak dapat dihindarkan lagi.

(2) Orangtua bertanggungjawab atas kerugian yang
ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari
kewajiban tersebut pada ayat (1)

Pasal-pasal KHI tentang hadhanah menegaskan bahwa
kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan dua
hal yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu menurut
pandangan penulis bahwa pasal-pasal dalam KHI jauh lebih jelas

dan detail dalam menjelaskan perkara kewenangan anak

dibandingkan dengan UUP.
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